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Kewenangan Presiden dalam menetapkan Perppu hanya dapat dilaksanakan dalam hal ihwal kegentingan
yang memaksa. Hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar untuk menetapkan Perppu ditentukan
berdasarkan subjektivitas Presiden, di mana setiap kali Presiden menetapkan Perppu seringkali timbul
perdebatan mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksaitu sendiri. Skripsi ini membahas mengenai
kewenangan Presiden dalam menetapkan Perppu dan hal ihwal kegentingan yang memaksa seperti apa yang
menjadi dasar ditetapkannya Perppu No. 1 Tahun 2017. Metode penedlitian yang digunakan adalah yuridis
normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Meskipun penilaian terhadap ihwal
kegentingan yang memaksa berdasarkan subjektivitas Presiden, tetap harus sejalan juga dengan syarat
kegentingan memaksa sebagai mana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitust Nomor 138/PUU-
V11/2009. Diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2017 adalah karena adanya kebutuhan mendesak untuk
segera membuat peraturan sesuai dengan standar pelaksanaan AEOI, sedangkan ketentuan dimaksud belum
ada pengaturannya dalam undang-undang di Indonesia, peraturan dimaksud juga harus berlaku sebelum
tanggal 30 Juni 2017 agar Indonesia dapat ikut serta dalam pelaksanaan AEQI. Syarat kegentingan yang
memaksa sebagai mana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-V11/2009 sebaiknya
dimuat ke dalam peraturan perundang-undangan dan disusun secara lebih lengkap dan komprehensif.

The authority of the President in establishing the Perppu can only be carried out in the relevance and
urgency. The relevance and urgency as the basis for establishing the Perppu is determined on the basis of the
President 39 s subjectivity, of which every time the President establishes the Perppu there is often a debate
about the relevance and urgency itself. Thisthesis discusses the authority of the President in establishing the
Perppu and the relevance and urgency of what is the basis for the stipulation of Perppu No. 1 of 2017. The
research method used is normative juridical, that is research using secondary data. Although the assessment
of the relevance and urgency were based on the subjectivity of the President, it must also bein line with the
requirement of relevance and urgency asreferred to in the Decision of the Constitutional Court No. 138
PUU VI 2009. The establishment of Perppu No. 1 of 2017 is due to the urgent need to immediately
establish regulations in accordance with AEOI implementation standards, whereas those provisions have not
yet been regulated in law in Indonesia, they shall also apply before 30 June 2017 so that Indonesia may
participate in the implementation of AEOI. The requirement of relevance and urgency asreferred to in
Decision of the Constitutional Court No. 138 PUU V11 2009 should be incorporated into legislation and
prepared more fully and comprehensively.
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